KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 033/ 2o /BUP-LK/1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat
(2) huruf d Peraturan Daerash Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, dimana Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Barang Mililk Daerah berhak untuk
menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan
barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola,
Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang
Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran
2023;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan
suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2, Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 4286) sebagaimana elah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi
Carona Virus Disease 2019 (COVID 19 ) dan/atau dalam
Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 2);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 scbagaimana
telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 (COVID
19 ) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang
membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
2);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587 |sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 684 1};

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indenesia Nomor
5533), schbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomeor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor



Menetapkan

KESATU

KEDUA

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 135);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah | Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 Nomor 3);

|3. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 MNomaor 3).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023( Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan satu kesatuan yeng utuh dengan Keputusan ini.

Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyal
tugas :

1. Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung
jawab sebagai berikut:




£

Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
daerah;

Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan  atau
pemeliharaan perawatan barang milik daerah;

Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang memerlukan persetujuan
Bupati;

Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barang milik daerah;dan

Melakukan pengawasan dan pengendalian  atas
pengelolaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berwenang dan
bertanggungjawab sebagai berikut |

B.

Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada
Pengelola Barang;

Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang memerlukan persetujuan
Kepala Daerah;

Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang
untuk mengatur pelakganaan penggunaan, pemaniaatan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik dacrah;

Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah
yang telah disetujui oleh Bupati atau DFRD;

Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan
koordinasi inventarisasi barang milik daerah;

Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh
Pengguna Barang Yyang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OFD dan
sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada
Bupati melalui Pengelola Barang serta barang milik
daerah yang berada pada Pengelola Barang;

Mengamankan dan memeiihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf (g);

Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atau pengelolaan barang milik daerah;dan




KETIGA

j.  Menyusun laporan barang milik daerah.

Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab sebagai
berikut :

a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
barang rpilil-g daerah bagi satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya;

b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan

barang vang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya;

e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan
yvang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan;

g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan
bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupat
melalui Pengelola Barang;

h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang
milik daecrah;

i Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

j.  Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna
Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada
Pengelola Barang.

Dalam menjalankan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada:

a.

Pengelola Barang Milik Daerah bertanggungjawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah;

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang
Milik Daerah;dan

Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.




KEEMPAT

KELIMA

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2023 dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan - disampaikan kepada Yth. !

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Kepala OFD yang bersungkutarn;

4, Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATT LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 033/ 20 [JBUP-LK/I/ 2023
TANGGAL 35 JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PEMATAUSAHAAN BARANG
DAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN ARGOARAN 2023
HD NAMA [ NIF JARATAN
1 2 3
1. | WIDYA PUTRA, 8. Sos, M. 81 Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
NIP, 19640404 198603 1 017 Euhhhumhhﬂumuﬂiﬂkﬂa:nhﬂnhﬂmmhhmdaﬂ
L Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah
2, | WiN HARI ENDLSE. MM Kepals Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Koto
NIP, 19690417 199303 1 006 Selaku Pejabat Penatausahasn Barang Millk Dacrah Kab. Lima
Puluh Kota dan Pengguna Barang pade Badan Keuangan
3. | IRWANDI, 5. Sos, MM Inspekbiur Inspektorat
NIP, 19660913 198603 1 009 Selalku Pengguns Barang pads Inspektorat
4, | Dra. DEDDY PERMANA, MM Sekretaris DFRD
NIP, 19670810 198803 1 003 &mmmg&mm
5, | ADRIAN WAHYUD],SH,MH Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
NIP, 19661020 199503 1 001 | Selaku Pengguna Barang pads BKPSDM BNt
6, | GUSDIAN LADRA, SKM Kepals Badan Perencanasn, Penclitian dan Pembanguran
NIF. |9650827 199903 | 004 Selalu Pengguns Barang pads BAPELITBANG |
7. | ENDRA AMZAR,SH Kepala Dinas Pemberdayoan Masvarakat dan Desa /Nagari
NIP, 19680906 199603 1 001 _ Selalku na Barun a Dinus PMDN
8. | YULIA MASKA,SKM Pit Kepala Dinas PPKEP3A
NI, 19789794 200212 2005 Helgi Pengguna Barang puda DPPERPIA
0, | YUNIRE YUNIEMAN, 5T, M Bi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan
NIP. 19690622 199701 2001 Pemukiman
Selakny Pengpuna Barang pada Dinas Linglungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Pemukiman e
10, | H. JONI AMIR, 8. Hoa Kepala Badon Kesatuan Bangsa dan Politik
NIP. 19650619 199003 1 003 Selaku Pengguna Harang pada Badan Kesbangpol ey Ll
1. | RETYANDAS. P Pl Kepain Dinas Pendidilen dan Kebudaysan
NIP. 19660623 200212 [ 002 Sclaku Pengpuna Borang pada Dinas Pesdidikan & Kebadayann
12. | DESRI, 8. Pd Kepaln Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Selaku Pengguna Barang pada Dinas Parpora

NIP. 10631206 198903 1 009

13 | dr, . ADEL ROFIARMAN

NiP, 19631216 199003 | 005
RILZA HANIF.S.5T

NIP.19751216 200212 2 003

18.

e ——

MOHD. SISWANTO,S.Pi, M, 5

Kip, 19710808 1995807 | 004
WITREA PORSEPWANDY, 5.F

NIP. 19740510 200003 | 004

M. DARMA WIJAYA, SH

NTP, TORG0OA0G 20003 1 006
1=, EKI HARI PURNAMA M. 5i

NIP, 106R0RZR 199403 1 002

20.

21,

b v
i a3,

&,

b TR Ol R e i 2T 32 00S
FERY CHOFA, SH, LLM

M, 19700405 1S 8 s
HARMEN, 8H

NI 19670816 19303 1 001

Ir. REFIIFA
0} 8 o L 8 " S U3

NiP, 1975515 199501 1 01

7.

" | Kepala Dinas Perhubungan

AYL MITEIA FADRLE. 5L, M.M.Pd

ANETA BUTH PUTRA, AP, M.5i

| Kepala Dinas Kesehatan

Selaks Pengguns Barang pads Dinos Keschawn - _
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sotalkoy Pengguna Harang pada Dinas PU & Penataan Runng

| Kepals Dings Peternukan dan Kesvhatan Hewan

Selalen Pengguna Barang pode Diznas Peternalan dan Kessan
Kepaly Dings Perikonan

Selzken Penggana Barsng pada Kepals Dinas Perflanatt
Hepals Minas Tanamas Pangan, Hortikultura dan Porke

| Seluky Pengguna Barang peds Distanhortbun

! Selpbity Penggnna Horang pada Finas Preralbssrsgan
| Kenala Dinas Komuntkasi dan Insformand

| Eelalon Penpprns Barang pada Thnas Knminin 1
| fepaki Dinas Perdagangan, Koperasi, Ussha Kewil dan Meneagah
| Sirlaion Pengmuns Rering pada Tiedag, Kopersst, TR

Kepals Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Aelnkit Pengguna Ramng pada Dinan Perindustrian den Tonaga
i

Kepain Dinas Soainl

Yelaku Pengung Hamng pada Dinas Sosal

Krpala Thinas Kependudulmn dos Catafan Bipil

delaky Penggioe Barkng gada Disdubeapd

Eepala Ninas Penanaman Modal dan PTHEP

| sclaku Pengguos Barang peda DIM dan PTEP__

Kepaln Findan Penangmlangan Hencann Daemh

a5, | RAHMATINGE,S P
MAF. 1UYADS |4 100G | 001
26. | ALFIAN, 5. 5TP, M. 5i

| M. 19761220 199511 1,001
RATAMAS, B, M.Md
MIP. 145012 1YUds0d 1 0ud

FIDIRIA FALA, AT, M, Si
HEP. 19751 138 19060 1 001

Helnbu Penggnng Burung E;;ﬂ,___ﬂ"ﬂu | . -
Kepala Thnas Pomadam kRman

Selaky Penggune Barang peda Dinas Pemadam Kebalaren
' Wepala Dnas Perpustalasn dan Kmsraigian
| Selaku Penggunes Baraog pade Daas Perpusiakoaan dad

ipan i
| Hepals Kantor Satuan Pelis Pamong Praja
Selnion Pengguna Hareng pada Kentor Satpal Famong Prize




HO NAMA JABATAN
1 2 3
20, | AMBARDI, 5E, MM Kepala Dinas Pangan
NiP, 19631216 199003 | 006 Selaku Pengguna Barang pada Dinas Pangan
30, | JONIANTO.S.5TP Camat Payakumbuh
NIP. 19810531 200012 1 D01 mmﬂwgmmtmm
31. | ANDRI YASMEN, 8, Sos Camat Harw
NIP. 19720520 199202 1 001 Selalu Pengguna Barang pada Kantor Camat Harau
37 | MUHAMMAD RIFKLS.BTP,MH Camat Gunung Gmeh
NIP, 19770924 199703 1 002 Selaku Pengguns Barang pada Kantor Camat Gunung Omeh
33, | Drs, MUFTIL WAHYUDI Camat Cugusk '
NIP. 19731107 109303 1 002 | Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Gugia
34. | ALI SABRI, S.508 Camat Sulikd
NIP.19651105 198703 1 007 Selaku Penggaens Barang pada Kantor Camat Sulild
35, | RICKY EDWAR, 8. Soa Camat Luak
MF._IE?DH?EE 199803 1 005 Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Lunk
36, | RUMELIA,S.5TP,M.5i Camat Lareh Sage Halaban
NIP.19770508 199511 2 001 Selaku Pengguna Kantor Camat Lareh Sago Halaban
37. | FERRY ANTONIS. 8TP,M.8i Camat Mungks
KIP. 19820216 200012 1 005 Selakua Pengguna Barang pada Kantor Camat Mungesa
38, | Dre. RAHMAT HIDAYAT, M. 54 Camal Simajuah Limo Nagari
NIP. 19730308 199203 1 002 Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Situjuah Limo
Nagari
39, | WIKD PUTRA5.5TF Camat Kapur IX
NIP. 19850908 200602 1 001 Selaku Pengguna Barang pada Kantor Casmat Kapur I
40, | WARDI, 5.Pd, M. Pd Camat Bulik Bansan
NIP. 19651220 198603 1 005 mwﬂn_ﬁn_m_ﬂﬂﬂ—wm““/
%1, | DralSMET '
NIP. 19650122 199103 1 002
43, | GUSNI HENDRIX, 5. TP, M. 8i
NIF. 19790831 199610 1 001
Tembusan disampaikan kepada Ytk
1. Sdr Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
- B S:ir:haprkmrﬂ’uhammm&duh Kota di Sariflamak;
3, Sdr. Pengguna Barang OFD Ybs;
4, Arsip.




